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Abstrak
 

Pembebasan bersyarat, pada hakekatnya merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara

dengan sistem pemasyarakatan. Tahapan itu merupakan rangkaian dalam penegakan hukum pidana, yang

berarti menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana, yang dioperasionalkan melalui suatu sistem

yang di sebut sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sebagai suatu sistem, maka akan didukung

dengan unsur perundang-undangan (unsur substansial) dan unsur kelembagaan (unsur struktural) meliputi:

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang harus bekerja secara terpadu.

Namun, secara praktis, kenyataan menunjukkan, yang terjadi justru masih terdapat ketidakterpaduan baik

unsur substansial maupun struktural, khususnya yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat. Dalam unsur

substansial terdapat kontradiksi antara hukum pidana material dengan hukum pidana formal; antara hukum

pidana material dengan hukum pelaksanaan pidana; antara hukum pidana formal dengan hukum pelaksanaan

pidana.

Aspek yang sangat penting yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat, bahwa secara faktual sebagian

besar narapidana ternyata hanya menjalani dan dibina di dalam lembaga pemasyarakatan kurang dari

setengah masa pidana dari putusan hakim. Keadaan ini disebabkan karena cara penghitungan persyaratan

masa menjalani pidana duapertiga yang tidak sesuai dengan ide KUHP yang menjadi dasar pembebasan

bersyarat. Unsur struktural, juga masih terdapat ketidakserasian yang berkaitan dengan proses pemberian

pembebasan bersyarat, yaitu tidak dilibatkannya Hakim Wasmat dalam proses pemberian pembebasan

bersyarat. Ketidakserasian itu berarti mengarah pada ketidakterpaduan sistem peradilan pidana, yang jika

tidak diadakan perbaikan, justru dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan, atau faktor

kriminogen.		
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